
 
SALINAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU 
NOMOR 8 TAHUN 2019 

 
 

BUPATI LABUHANBATU 

PROVINSI SUMATERA UTARA 
 

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU 

NOMOR  8 TAHUN 2019 
TENTANG 

JENIS DAN BESARAN PENDAPATAN PEGAWAI BUKAN 
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN LABUHANBATU 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN  YANG MAHA ESA 

 

BUPATI LABUHANBATU, 
 

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan 
Pasal 1 point 1 dan Pasal 9 Peraturan 
Menteri Sosial  Nomor 28 Tahun 2018 

tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial 
Kecamatan yang intinya menyatakan 
bahwa tenaga kesejahteraan sosial 

kecamatan adalah seseorang yang 
diberi tugas, fungsi dan kewenangan 

oleh kementerian sosial, dinas sosial 
daerah provinsi, dan/atau dinas sosial 
daerah kabupaten/kota untuk 

membantu penyelanggaraan 
kesejahteraan sosial sesuai lingkup 

wilayah penugasan di kecamatan dan 
selanjutnya tenaga kesejahteraan sosial 
kecamatan tersebut bukan merupakan 
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pegawai negeri sipil;  
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a 

perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Jenis dan Besaran Pendapatan 
Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Labuhanbatu; 

 

Mengingat  
  

  

: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 
1956 tentang Pembentukan Daerah 

Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera 
Utara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1092); 
 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6); 

 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587)  sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir  dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
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tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 
 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 6057); 

 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2018 tentang Pedoman Penyusunan 

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 59);  

 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri  Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018Nomor 157); 
 

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 
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Tahun 2018 tentang Tenaga 
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1789); 

 
 MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan
  

: PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS 
DAN BESARAN PENDAPATAN PEGAWAI 
BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN LABUHANBATU. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang 
dimaksud dengan: 

 
1. Daerah adalah Kabupaten 

Labuhanbatu. 

 
2. Pemerintahan Daerah adalah 

penyelenggaraan urusan  
Pemerintahan oleh pemerintah daerah 
dan dewan perwakilan rakyat daerah 

menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud 



- 5 - 
  

dalam Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

 
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala 

Daerah sebagai unsur  penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah 
otonom. 

 

4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu. 
 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris 
Daerah Kabupaten Labuhanbatu. 

 

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat 
Daerah Kabupaten Labuhanbatu. 

 
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

yang selanjutnya disingakat DPRD 

adalah Lembaga Perwakilan Rakyat 
Daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah. 
 

8. Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil 
adalah Setiap Pegawai Tidak 
Tetap/Pegawai Kontrak di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu 
yang diangkat untuk jangka waktu 
tertentu oleh Kepala Perangkat 

Daerah guna membantu 
melaksanakan tugas pemerintahan. 
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9. Pendapatan adalah honorarium yang 
diberikan selama menjadi pegawai 

bukan Pegawai Negeri Sipil di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Labuhanbatu yang dibayarkan pada 
awal bulan berikutnya dan 
dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Labuhanbatu pada 
masing-masing Perangkat Daerah. 

 
10. Satpam adalah orang/satuan 

kelompok yang melaksanakan tugas 
pengamanan dalam rangka 
menyelenggarakan keamanan 

swakarsa di lingkungan kerjanya. 
 

11. Pengemudi adalah orang yang 
melaksanakan tugas mengemudikan 
kendaraan baik kendaraan bermotor 

maupun alat berat atau sejenisnya. 
 
12. Petugas kebersihan adalah orang yang 

melaksanakan tugas pemeliharaan 
kebersihan dan memberikan 

pelayanan kebersihan pada suatu 
tempat, kantor atau instansi. 

 

13. Pramubakti adalah orang yang 
bertugas melayani pimpinan ataupun 
orang yang membantu dalam 

pelaksanaan tugas sosial. 
 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor
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14. Guru Kontrak adalah pendidik 
profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, 
mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada 
satuan pendididkan dengan perjanjian 
kontrak yang ditetapkan oleh kepala 

Perangkat Daerah.  
 
15. Guru Bantu Daerah adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama 
mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan 
mengevaluasi peserta didik pada 
satuan pendididkan yang ditetapkan 

oleh Kementerian. 
 

16. Dokter Pegawai Tidak Tetap yang 
selanjutnya disingkat Dokter PTT 
adalah Dokter yang bukan pegawai 

negeri, diangkat oleh pejabat yang 
berwenang pada fasilitas pelayanan 
kesehatan, untuk selama masa 

penugasan. 
 

17. Tenaga Kesehatan adalah orang yang 
bekerja di bidang kesehatan serta 
memiliki pengetahuan atau 

keterampilan melalui pendidikan di 
bidang kesehatan. 

 

18. Tenaga Aplikasi Informasi Tenologi 
adalah orang mampu dan mempunyai 

keterampilan dalam mengoperasikan 
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perangkat keras dan perangkat lunak 
untuk mendukung dan meningkatan 

kualitas informasi. 
 

19. Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli 
DPRD merupakan sejumlah tertentu 
pakar atau ahli yang mempunyai 

kemampuan dalam disiplin ilmu yang 
sesuai dengan kebutuhan 
pelaksanaan fungsi, tugas dan 

wewenang DPRD. 
 

20. Pegawai Kontrak Kategori K1 dan K2 
adalah Pegawai Non PNS yang telah 
terdaftar pada Kategori K1 dan K2 dan 

belum terangkat menjadi PNS sesuai 
peraturan dan perundang-undangan.  

 
21. Bendahara Umum Daerah yang 

selanjutnya disingkat dengan BUD 

adalah Pejabat yang diberi tugas 
untuk melaksanakan fungsi 
Bendahara Umum Daerah Kabupaten 

Labuhanbatu. 
 

22. Surat Perintah Membayar yang 
selanjutnya disingkat SPM adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh 

pejabat yang ditunjuk untuk 
mencairkan alokasi dana yang 
bersumber dari Anggara Pendapatan 

Belanja Daerah Kabupaten 
Labuhanbatu. 
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23. Surat Perintah Pencairan Dana yang 
selanjutnya disingkat SP2D adalah 

Surat Perintah yang diterbitkan oleh 
Bendahara Umum daerah untuk 

pelaksanaan pengeluaran atas beban 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
berdasarkan Surat Perintah 

Membayar. 
 

BAB II 

JENIS DAN PENERIMA PENDAPATAN 
 

Pasal 2 
 

(1) Jenis pendapatan Pegawai Bukan 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu 

diklasifikasikan dalam 9 (sembilan) 
jenis yakni: 
a. Satpam; 

b. Pengemudi; 
c. Petugas Kebersihan; 
d. Pramubakti; 

e. Guru Kontrak;  
f. Tenaga Kesehatan;  

g. Aplikasi Informasi Teknologi;  
h. Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli 

DPRD; dan 

i. Pegawai Kontrak Kategori K1 dan 
K2. 

 

(2) Jenis dan besaran pendapatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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tercantum dalam Lampiran  Peraturan 
ini. 

 
(3) Nomenklatur Jabatan Pegawai 

Kategori K1 dan K2 sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1, huruf i, sesuai 
dengan nomenklatur jabatan yang 

terdaftar pada data base Pegawai 
Kategori K1 dan K2. 

 

BAB III 
PEMBIAYAAN  

 
Pasal 3 

 

Pembiayaan Pendapatan Pegawai Bukan 
Pegawai Negeri Sipil dari Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten 
Labuhanbatu. 
 

BAB IV 
TATA CARA PEMBAYARAN 

 

Pasal 4 
 

(1) Pembayaran Pendapatan Pegawai 
Bukan Pegawai Negeri Sipil setiap 
bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

 
(2) Pembayaran Pendapatan Pegawai 

Bukan Pegawai Negeri Sipil 

dibayarkan pada bulan berjalan 
berikutnya. 
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Pasal 5 
 

Setiap Pegawai Bukan Pegawai Negeri 
Sipil hanya memperoleh 1 (satu) kategori 

jenis Pendapatan  Pegawai Bukan 
Pegawai Negeri Sipil. 

 

Pasal 6 
 

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 

Anggaran mengajukan SPM 
pendapatan Pegawai Bukan Pegawai 

Negeri Sipil kepada BUD/Kuasa BUD; 
 

(2) BUD/Kuasa BUD berdasarkan SPM 

Pendapatan Pegawai Bukan Pegawai 
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), menerbitkan SP2D 
pembayaran Pendapatan Pegawai 
Bukan Pegawai Negeri Sipil. 

 
BAB V 

PENGHENTIAN PEMBAYARAN 

 
Pasal 7 

 
Pembayaran Pendapatan Pegawai Bukan 
Pegawai Negeri Sipil dihentikan apabila: 

a. Meninggal dunia; 
b. Dijatuhi hukuman kurungan atau 

penjara berdasarkan putusan 

pengadilan;  
c. Mengundurkan diri; 
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d. Melanggar/tidak mematuhi perjanjian 
kerja; dan/atau 

e. Berakhirnya kontrak/perjanjian kerja. 
 

BAB VI 
PENGAWASAN 

 

Pasal 8 
 

(1) Pengawasan terhadap Pegawai Bukan 

Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh 
Kepala Perangkat Daerah. 

 
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 

a. Disiplin; dan 
b. Kinerja. 

 
BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 9 

 

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati 
ini, maka Peraturan Bupati Labuhanbatu 

Nomor 29 Tahun 2018 tentang Jenis dan 
Besaran Pegawai Bukan Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah 
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018 
Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku lagi. 
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Pasal 10 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 
Januari 2019.  

 
Agar setiap orang mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu. 

 

Ditetapkan di Rantauprapat 

pada tanggal 12 April 2019 
 

Plt. BUPATI LABUHANBATU, 
 

ttd  
 

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE 
 

Diundangkan di Rantauprapat  
pada tanggal 12 APRIL 2019 
 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN LABUHANBATU, 
 

          ttd 
 

AHMAD MUFLIH 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB, 
 

 
 
SITI HAFSAH SILALAHI 

PEMBINA TINGKAT I 
NIP.19741119 200502 2 001 
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